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Abstract

Desa Ponggok is one of the independent villages in Indonesia. This village can manage its natural potential
through Village-Owned Enterprises (BUMDes) to improve welfare and empower its society. This research
describes in detail the efforts made by the government and villagers in improving welfare through various
businesses managed under BUMDes. This research uses qualitative, descriptive methods. Data collection
techniques are carried out through involved observation, in-depth interviews, and documentation. This
study found that managing the assets and potential of the village through BUMDes Tirta Mandiri which
involved the village community had succeeded in improving the welfare of the residents was not simple.
Several factors hinder and encourage the success of this effort, including technology, human resources, and
business competition. However, a solid collaboration between the government and villagers has proven to
be able to overcome obstacles and make BUMDes as facilitators in the socio-economic empowerment of

its citizens.
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Abstrak

Desa Ponggok adalah salah satu desa mandiri di Indonesia. Desa ini mampu mengelola potensi alam
yang dimilikinya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan
dan memberdayakan masyarakatnya. Penelitian ini menggambarkan secara rinci upaya yang dilakukan
oleh pemerintah dan warga desa dalam peningkatan kesejahteraan melalui aneka usaha yang dikelo-
la di bawah BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini
menemukan bahwa pengelolaan aset dan potensi desa melalui BUMDes Tirta Mandiri yang melibatkan
masyarakat desa telah berhasil meningkatkan kesejahteraan warga tidaklah sederhana. Ada beberapa
faktor yang menghambat dan mendorong keberhasilan upaya ini, di antaranya faktor teknologi, sum-

ber daya manusia, dan persaingan usaha. Namun, kolaborasi pemerintah dan warga desa yang solid
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terbukti mampu mengatasi hambatan dan menjadikan BUMDes sebagai fasilitor dalam pemberdayaan

sosial-ekonomi warganya.

Kata kunci: Aset desa, BUMDes, kesejahteraan masyarakat

Pendahuluan

Desa Ponggok adalah sebuah desa di Keca-
matan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi
Jawa Tengah. Desa ini memiliki potensi dalam
bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata
dan kini menjadi salah satu percontohan desa
mandiri di Indonesia. Namun, keberhasilan
desa ini tidak terjadi secara singkat dan mu-
dah. Mulanya, masyarakat Desa Ponggok se-
bagian besar berprofesi sebagai petani dengan
penghasilan rendah dan tidak cukup untuk ke-
hidupan rumah tangga sehari-hari. Akibatnya,
banyak warga yang berhutang pada rentenir
sebagai jalan pintas untuk membeli kebutuhan
pokok dan perlengkapan sekolah anak. Lam-
bat laun, perekonomian warga makin terpuruk
akibat jeratan hutang mereka pada rentenir.
Situasi ini mendorong pemerintah desa meng-
gunakan tujuh puluh persen dari dana hibah
desa yang diberikan oleh pemerintah untuk
melunasi hutang para petani terhadap rentenir.

Pada 2009, Desa Ponggok hanya memiliki
pendapatan desa sebesar 14 juta rupiah saja per
bulan. Pendapatan yang minim ini, mendorong
pemerintah desa berinisiatif mengembang-
kan usaha di bawah koordinasi desa semacam
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai
solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan
memberdayakan masyarakat. Pendirian usaha
desa ini atas kesepakatan pemerintah dan war-
ga masyarakat. Pendirian usaha desa di Pong-
gok 1ini dilakukan jauh sebelum peluncuran
program resmi BUMDes oleh pemerintah.

Usaha BUMDes Ponggok berupa peman-
faatan potensi alam terutama sumber daya air
yang dikelola menjadi komoditas pariwisata
dengan nama usaha “Tirta Mandiri”. Selain
bertujuan meningkatkan penghasilan desa
dan warga, kegiatan pariwisata tersebut juga
bertujuan menjaga kelestarian sumber daya
alam (ekologi) dan budaya di Ponggok. Se-
jak BUMDes Ponggok menjalankan usaha ini
pada 2009, desa ini bertransformasi menjadi

desa yang mandiri dan masyarakatnya ber-
daya. Pada 2016, pendapatan asli desa melon-
jak hingga mencapai 10,5 milyar rupiah per
tahun (Kaesthi, 2014).

Tulisan ini bertujuan menggambarkan model
pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri, ham-
batan dan tantangannya, serta perannya dalam
meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat
di Desa Ponggok.

Kajian Pustaka

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah se-
buah lembaga di desa yang menjalankan fungsi
pengelolaan potensi dan aset desa; dan sebagai
penyedia layanan usaha bagi masyarakat desa.
BUMDes merupakan instrumen pendayagu-
naan ekonomi lokal dengan beragam jenis
potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama
bertujuan untuk peningkatan kesejahteran
ekonomi warga desa melalui pengembangan
usaha ekonomi mereka. Di samping itu, ke-
beradaan BUMDes juga memberikan sum-
bangan bagi peningkatan sumber pendapatan
asli desa yang memungkinkan desa mampu
melaksanakan pembangunan dan peningka-
tan kesejahteraan rakyat secara optimal (Ra-
madana, Ribawanto, dan Suwondo, 2013).
Di balik tujuan BUMDes yang sangat baik,
sangat disayangkan belum ada payung hukum
bagi BUMDes. Saat ini, masalah BUMDes
belum sepenuhnya diatur secara lengkap da-
lam peraturan perundang-undangan. Akibatnya
BUMDes belum memiliki dasar legalitas yang
kuat sebagai lembaga ekonomi desa. Padahal
peran dan fungsi BUMDes sangat penting da-
lam meningkatkan taraf ekonomi warga ma-
syarakat (Dewi, 2014). Pembentukan BUM-
Des dapat dilakukan dengan alokasi dana
desa. Namun, hal ini tidak sepenuhnya dipa-
hami oleh para kepala desa dan masyarakat.
Penelitian Hehamahua (2015) menemukan
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bahwa seringkali, Alokasi Dana Desa (ADD)
oleh pemerintah desa hanya difokuskan pada
perbaikan fisik infrastruktur desa karena pan-
dangan masyarakat saat ini pembangunan
yang berhasil terpaku pada keadaan infra-
struktur. Akibatnya, dana yang seharusnya
dialokasikan untuk kegiatan yang produktif
seperti BUMDes, Bank Desa, dan Pasar Desa
sebagai penyedia pinjaman modal bergilir tan-
pa bunga bagi kegiatan pengembangan usaha
kecil dan menengah justru digunakan untuk
perbaikan konstruksi fisik desa (Hehamahua,
2015).

Implementasi BUMDes pun tidak mudah. Pene-
litian Budiono (2015) menemukan faktor-fak-
tor yang berperan penting dalam implemen-
tasi kebijakan BUMDes dengan menampilkan
contoh kasus BUMDes Ngringinrejo dan Ke-
dungprimpen yang telah beroperasi sejak 2006.
Tulisan ini menemukan tiga faktor penting
yang berperan, yaitu 1) aktor yang menjadi
penggerak BUMDes, 2) karakteristik lemba-
ga pemerintah desa yang memiliki pengaruh
terhadap implementasi kebijakan BUMDes,
dan 3) kepatuhan pelaksanaan BUMDes.

Aktor memegang peran yang penting dalam
proses implementasi kebijakan BUMDes kare-
na kepentingan aktor pelaksana kebijakan, baik
kepentingan individu maupun kelompok, akan
memengaruhi hasil kebijakan tersebut. Selain
itu, karakteristik lembaga pemerintah desa juga
berpengaruh terhadap hasil implementasi, se-
bab lembaga yang karakternya tertutup akan
menghambat implementasi dan lembaga yang
karakternya terbuka cenderung mendorong
pelaksanaan kebijakan. Kepatuhan pelaksana
kebijakan, pemerintah desa dalam mengada-
kan evaluasi, dan juga adanya laporan pertang-
gungjawaban melihat pelaksanaan kebijakan;
serta peran dan respon pemerintah desa juga
sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebija-
kan BUMDes.

Penelitian Ramadana, Ribawanto, dan Su-
wondo (2006) mengenai BUMDes di Desa
Landungsari, Malang, menyajikan contoh ku-
rang berfungsinya BUMDes. Alih-alih men-
jalankan peran dan fungsinya menyokong
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pendapatan desa, BUMDes di desa ini hanya
sebatas papan nama saja.

Pelaksanaan BUMDes agar berujung pada
pemberdayaan masyarakat memerlukan mo-
bilisasi dari pemerintah desa dan partisipasi
masyarakat. Mobilisasi masyarakat adalah
salah satu tahapan dalam community orga-
nizing (pengorganisasian masyarakat) yang
bertujuan menggerakkan masyarakat untuk
mencapai cita-cita atau tujuan bersama. Pada
tahap ini, masyarakat dilibatkan dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ke-
giatan yang dilaksanakan (Andini, 2013).

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan
dalam suatu kegiatan kelompok, masyarakat,
ataupun pemerintah. Menurut Ife (2006) parti-
sipasi masyarakat merupakan hal penting dalam
proses pemberdayaan masyarakat. Sebab, parti-
sipasi merupakan bentuk kesadaran yang harus
ada dalam diri individu sebagai syarat dalam
terjadinya pemberdayaan masyarakat. Semakin
tinggi tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat
maka akan semakin ideal proses-proses inklusi
yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam proses
pemberdayaan masyarakat (Ife, 2006).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan
model pembangunan alternatif yang menem-
patkan masyarakat sebagai subyek dengan me-
nerapkan pendekatan bottom up. Namun, tidak
semua kegiatan pemberdayaan masyarakat ber-
hasil. Faktor penghambat keberhasilan biasanya
adalah kurangnya fasilitas yang menunjang ke-
giatan pemberdayaan, kurangnya kontrol atau
pendampingan terhadap subyek pemberdayaan,
dan kurangnya keberlanjutan dari masyarakat
dalam mengembangkan usaha yang diberdaya-
kan adalah faktor-faktor yang dapat mengham-
bat keberhasilan.

Di antara kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang berhasil adalah kegiatan di Desa Ped, Ke-
camatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung,
Bali; kegiatan di Kelurahan Ballaparang Ke-
camatan Rappocini, Makassar; kegiatan di
Puncak, Bogor, Jawa Barat (Pradono, et al.,
2016). Di Kelurahan Ped, kegiatan pember-
dayaan masyarakat berupa pelatihan dan penyu-
luhan kesehatan ternak babi, pembuatan pakan
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ternak dengan teknologi fermentasi, pembua-
tan pupuk organik, pembuatan biogas, dan
penyuluhan teknik pengeringan rumput laut.
Program pemberdayaan masyarakat tersebut
bertujuan memperkuat sistem pengelolaan
usaha tani, serta meningkatkan produktivitas
hasil pertanian (Surata dan Nindhia, 2016).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelu-
rahan Ballaparang, kecamatan Rappocini,
Makassar berupa program pemberdayaan
masyarakat untuk pengelolaan sampah. Ke-
giatan dilakukan melalui pemberian motivasi
kepada masyarakat agar dapat bergerak lebih
aktif dan inovatif dalam pengelolaan sampah
(Jastam, 2015). Kegiatan pemberdayaan ma-
syarakat di Puncak, Bogor dengan meningkat-
kan ekonomi masyarakat melalui sektor pari-
wisata di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat
juga masuk kategori berhasil (Pradono et al.,
2016).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode peneli-
tian kualitatif deskriptif. Metode penelitian
kualitatif digunakan untuk mengkaji perma-
salahan yang holistik dan kompleks. Bogdan
dan Taylor dalam Moleong (2007), mengemu-
kakan bahwa metodologi kualitatif merupa-
kan prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis mau-
pun lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui partisipasi obervasi pada kegiatan
BUMDes di Desa Ponggok, wawancara men-
dalam dengan para pengelola BUMDes dan
warga masyarakat, dan dokumentasi berupa
foto dan video. Validitas data dijamin dengan
teknik triangulasi data. Teknik analisis data
meliputi, reduksi data, penyajian data, inter-
pretasi, dan penarikan kesimpulan atau veri-
fikasi.

Hasil dan Pembahasan
Profil Desa Ponggok

Desa Ponggok terletak di bagian timur laut
Kota Klaten, sebelah barat stasiun kereta
Delanggu. Lokasi desa berada 3 kilometer dari
pusat kecamatan Polanharjo, dan 15 kilometer
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dari pusat ibu kota Kabupaten Klaten. Desa
ini dapat diakses melalui jalan Yogyakarta -
Solo dengan kondisi jalan aspal yang halus.
Desa ini juga terletak di lereng dan resapan
air pertemuan dua pegunungan api aktif, yai-
tu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Hal
ini menyebabkan Ponggok memiliki potensi
sumber daya alam berupa air yang melimpah.

Luas wilayah Desa Ponggok adalah 77.2225
hektar. Desa ini berbatasan dengan Desa
Cokro, di sebelah utara, Desa Nganjat di se-
belah timur, Desa Njeblog di sebelah selatan,
dan Desa Dalangan di sebelah barat. Secara
administrasi, desa ini terbagi dalam 4 dukuh
yaitu Dukuh Umbulsari, Kiringan, Ponggok,
dan Jemblogan. Jumlah 6 Rukun Warga ada 6
dan jumlah Rukun Tetangga ada 12.

Berdasarkan data monografi Desa Ponggok
2016, jumlah Kepala Keluarga di Desa Pong-
gok adalah 609 sedangkan jumlah penduduk
mencapai 2.036 jiwa. Dari jumlah tersebut,
terdapat 1.017 orang laki-laki dan 1.019
orang perempuan. Mayoritas penduduk Desa
Ponggok beragama Islam. Sebagian kecil
masyarakat beragaman Kristen dan Katho-
lik. Pekerjaan warga sebagian besar adalah
sebagai karyawan swasta yang bekerja pada
perusahaan air minum swasta yang meman-
faatkan sumber air di Ponggok. Tabel 1 di
bawah ini menggambarkan komposisi jenis
pekerjaan warga masyarakat Desa Ponggok:

No Jenis pekerjaan  Jumlah
1 Buruh tani 17 orang
2 Petani 30 orang
3 Pedagang 93 orang
4 PNS 26 orang
5 Karyawan 420 orang
6 Guru 15 orang
7 Wiraswasa 123 orang
8 Ibu rumah tangga 217 orang
9 Buruh harian 198 orang
10  Tidak bekerja 194 orang

Tabel 1 : Jumlah Penduduk menurut pekerjaan (Sum-
ber: Monografi Desa Ponggok, 2016)

Latar belakang pendidikan warga masyarakat
Desa Ponggok sebagian besar adalah tamatan
sekolah menengah atas, sebagaimana tampak
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pada tabel 2 berikut:

No Jenjang Pendidikan  Jumlah

1 Taman Kanak-kanak 60 orang
2 Sekolah Dasar 383 orang
3 SMP/SLTP 262 orang
4 SMA/SLTA 716 orang
5 DI/I/IIT 74 orang
6 Sarjana (S1-S2) 172 orang

Tabel 2: Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan
(Sumber: Data Monografi Desa Ponggok, 2016)

Sebagian besar penduduk Desa Ponggok
(67.5%) berada pada kategori usia produktif,
sebagaimana tampak pada tabel 3 berikut:

No Kategori Usia Jumlah
1 Usia muda (0-14 tahun) 590 orang
2 Usia produktif (15-64 tahun) 1.672 orang

3 Usiatua (65 tahun ke atas) 215 orang
Tabel 3: Jumlah Penduduk menurut kategori usia (Sum-

ber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2016)

Profil Usaha BUMDes Tirta Mandiri

Pada 2009, Kepala Desa Ponggok, Pak Junae-
di, sangat prihatin pada kondisi masyarakat
Ponggok yang terlilit hutang pada rentenir
dengan bunga tinggi. Kepala Desa kemudi-
an berinisiatif menggunakan dana desa un-
tuk melunasi hutang masyarakat Ponggok
pada rentenir. Sisa dana desa digunakan untuk
membuat usaha pengelolaan air bersih dengan
melibatkan masyarakat. Pengelolaan ini kemu-
dian diwadahi dalam BUMDes yang dinamai
BUMDes Tirta Mandiri. Pembentukan BUM-
Des pada 2009 memang atas prakarsa Pak
Junaedi yang menjabat sebagai kepala desa
tetapi atas kesepakatan dan dukungan dengan
warga.

Pengelolaan BUMDes berada di bawah Pe-
merintah Desa Ponggok. Tata kepengurusan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta
Mandiri Ponggok tertuang dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandi-
ri Ponggok. Pada Bab VI Pasal 9 tentang
Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Tirta Mandiri Ponggok, BUM-
Des dipimpin oleh seorang direktur uta-
ma di bawah dewan komisaris dan diawasi
oleh badan pengawas. Direktur dibantu oleh
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sekretaris dan bendahara BUMDes dalam
melakukan tertib administrasi dan anggaran
BUMDes. Selain itu, terdapat pula koordina-
tor yang memantau di bagian lapangan, unit
Umbul Ponggok, dan koordinator penyewaan
yang memiliki tugas yang berbeda-beda dan
didukung oleh bagian tiket, parkir, keamanan,
kebersihan dan peralatan.

Pada awalnya bidang usaha BUMDes hanya
dua, yaitu pengelolaan air bersih dan rintisan
wisata umbul (mata air). Usaha pengelolaan
air bersih dan rintisan wisata air dipilih kare-
na sumber daya air yang melimpah di Desa
Ponggok. Namun, sebagai upaya menggulir-
kan investasi, berbagai bidang usaha pun didi-
rikan. Saat ini, unit usaha yang dimiliki Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri
Ponggok terbagi dalam beberapa sektor seperti
tampak pada tabel 4 berikut:

No Unit usaha Tahun ber-
diri

1 Pengelolaan Air Bersih 2009

(PAB)

2 Umbul Ponggok 2009

3 Ponggok Ciblon September
2016

4 Toko Desa Juli 2016

5 Penyewaan Gedung 2016

6 Kios Kuliner 2016

Tabel 4 : Periode berdirinya unit usaha BUMDes,
(Sumber : Data Monografi Desa Ponggok, 2016)

Dua unit usaha pengelolaan obyek wisata air
masuk dalam ketegori unit usaha pariwisata.
Obyek wisata air terdiri atas Umbul Ponggok
yang dikelola tahun 2009 dan Ponggok Ciblon
yang didirikan pada Juli 2016 ( Gambar 1).

Gambar 1: Kolam Renang Umbul Ponggok (Sumber:
Dokumentasi Peneliti, 2017)
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Pada bidang pengelolaan air bersih, BUM-
Des mengelola air bersih untuk dikonsumsi
oleh masyarakat dengan harga Rp. 1.800,00 /
meter kubik. Harga ini jauh lebih murah dari
harga pasaran di luar Ponggok yang mencapai
Rp. 3.000,00/ meter kubik.

Pada bidang usaha, BUMDes menyediakan
penyewaan kios dagang bagi warga, berupa
kios harian dan kios tahunan (gambar 2 dan
gambar 3). Kios harian disewakan pada war-
ga dengan biaya per hari yaitu Rp. 3.000,00;
sedangkan kios tahunan disewakan dengan
harga Rp. 2.500.000,00. Kios kuliner harian
terletak di kawasan kantor Desa Ponggok se-
dangkan kios tahunan terletak di dalam ka-
wasan Kolam Ponggok.

Gambar 2 : Kios Kuliner dengen biaya sewa harian
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017)

Gambar 3 : Penyewaan kios kuliner tahunan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017)

Unit usaha BUMDes lainnya adalah Toko
Desa bernama “Rumah Pangan Kita”. Toko
ini didirikan sebagai wadah perputaran
modal. Setiap warga masyarakat yang akan
membuka usaha dagang, diperbolehkan
mengambil kebutuhan barang di toko desa
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jika tidak mempunyai modal. Pinjaman modal
barang ini jumlahnya senilai Rp. 500.000,00.

Gambar 4: Toko Desa (Sumber.: Dokumentasi Peneliti,
2017)

Desa Ponggok juga memiliki gedung perse-
waan yang berada satu kawasan dengan Kan-
tor Desa Ponggok dan penyewaannya dikelo-
la oleh BUMDes. Gedung tersebut disewakan
dengan harga Rp. 2.500.000,00 per hari. Ge-
dung dilengkapi dengan panggung pertunju-
kan, meja, kursi, pendingin ruangan, mushola,
dan juga area parkir yang luas.

Gambar 5: Gedung persewaan milik BUMDes (Sum-
ber: Dokumentasi Peneliti, 2017)

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Tirta Mandiri Ponggok diawasi
dengan ketat. Hal ini karena permodalan
yang dimiliki oleh BUMDes bersumber dari
dana investasi yang berasal dari masyarakat.
Pengurus berupaya untuk transparan dalam
mengelola dana yang telah dihimpun oleh
masyarakat. Oleh karenanya, terdapat badan
pengawas BUMDes yang bertugas untuk
mengawasi jalannya pelaksanaan dan pen-
danaan seluruh kegiatan unit usaha Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri
Ponggok. Badan Pengawas BUMDes terdiri
dari tiga orang. Pertanggungjawaban usaha
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BUMDes dilaporkan secara rutin setiap ta-
hunnya. Pertanggungjawaban yang dilapor-
kan berupa laba rugi, neraca, dan perubahan
modal. Pelaporan dilaksanakan paling lambat
pada akhir bulan Januari setiap tahun. Melalui
cara ini pengelolaan BUMDes menjadi lebih
profesional. Selain itu, transparasi juga bertu-
juan memupuk kepercayaan masyarakat terha-
dap BUMDes.

Seluruh unit usaha BUMDes sangat berhasil.
Pada masa awal rintisannya, BUMDes hanya
memerlukan waktu tiga tahun untuk menun-
jukkan keberhasilannya. Pendapatan asli desa
melonjak tajam melalui BUMDes, dari yang
semula hanya 14 juta per tahun pada 2009,
menjadi 150 juta pada 2012 dan meningkat
lebih pesat lagi menjadi 600 juta pada 2013.
Bahkan, pada 2014, pendapatan desa mele-
sat hingga 1,1 milyar. Pada tahun yang sama,
BUMDes Tirta Mandiri Ponggok berharap
dapat mencapai pendapatan 3,8 milyar, tapi
ternyata pendapatan yang diperoleh justru
melampaui harapan yaitu mencapai 6,1 mil-
yar. Desa Ponggok pun bertransformasi dari
desa miskin' menjadi desa yang mandiri dengan
pendapatan 10,5 milyar rupiah pada tahun 2016
(lihat tabel 5). Capaian ini menjadikan Desa
Ponggok sebagai percontohan desa mandiri di
Indonesia.

Tahun Pendapatan
2012 150 juta
2013 600 juta
2014 1,1 milyar
2015 6,1 milyar
2016 10,5 milyar

Tabel 5: Pendapatan BUMDes Ponggok sejak tahun
2012 sampai 2016 (Sumber: Monografi Desa Ponggok
201¢6)

Faktor Pendorong dan Penghambat Penge-
lolaan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta
Mandiri Ponggok yang dikembangkan oleh
Pemerintah Desa Ponggok merupakan badan
usaha yang disepakati dan dikembangkan ber-
sama oleh masyarakat Desa Ponggok dengan

Subehi, dkk., Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam ...

tujuan pemberdayaan masyarakat. Di dalam
proses pelaksanaannya tidak mudah karena
banyak faktor yang mendorong dan meng-
hambatnya.

Faktor yang mendorong berkembangnya
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta
Mandiri Ponggok adalah faktor teknologi.
Perkembangan teknologi yang semakin pesat
menyumbang andil yang besar. Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri Pong-
gok yang salah satu unit usahanya mengem-
bangkan pariwisata, merasakan keuntungan
dari berkembangnya teknologi. Antusias
masyarakat yang tinggi akan perkembangan
teknologi terutama media sosial mendorong
mereka selalu ingin mendapatkan informasi
baru melalui media sosial seperti instagram
dan facebook, Pemerintah Desa Ponggok me-
manfaatkan media sosial untuk melakukan pro-
mosi wisata Umbul Ponggok. Cara ini sangat
berhasil dalam mengundang wisatawan datang
ke Ponggok.

Di dalam menjalankan programnya, pemerin-
tah desa melibatkan masyarakat sebagai bentuk
nyata pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan
masyarakat menjadi sasaran utama dalam
pelaksanaan program BUMDes. Seluruh ren-
cana pelaksanaan BUMDes diatur dalam AD-
ART BUMDes Tirta Mandiri Ponggok. Unit
usaha yang diatur dalam AD-ART BUMDes
sebelumnya sudah tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-
Des) Desa Ponggok.

Selain teknologi, faktor yang mendorong ke-
suksesan BUMDes Tirta Mandiri adalah sikap
masyarakat dan pemerintah Desa yang ramah
terhadap para pengunjung. Masyarakat dan
pemerintah desa tidak sungkan dalam berbagi
ilmu dan pengetahuan yang dimiliki terkait
dengan suksesnya BUMDes Ponggok. Ma-
syarakat dan pemerintah desa memfasilitasi
masyarakat yang ingin berkunjung sebagai
wisatawan ataupun yang ingin belajar tentang
BUMDes Tirta Mandiri. Saat ini kunjungan
dari berbagai instansi pemerintahan daerah
untuk studi banding pengelolaan wisata dan
BUMDes di Ponggok angat intensif. Setiap

1 Desa Miskin adalah desa dengan minimal 30% penduduknya berada pada kategori ekonomi miskin/ pra

sejahtera (Agusta, 2007).
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minggunya selalu ada 5-6 wakil pemerintahan
dari berbagai kota yang datang berkunjung.

Di samping faktor pendorong, terdapat pula
faktor yang menghambat pengelolaan BUM-
DES, yaitu tingkat pendidikan dan tingkat
pemahaman politik di kalangan warga. Ting-
kat pendidikan yang masih rendah menjadi
hambatan karena dalam membesarkan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri
Ponggok diperlukan tenaga kerja yang ter-
didik dan mempunyai keterampilan. Dari 88
pegawai yang bekerja di ponggok, hanya 3
yang lulusan sarjana dan lulusan SMA, SMP,
dan SD.

Selain sumber daya manusia, persaingan usaha
dengan pelaku usaha lain di desa juga merupa-
kan hambatan dalam pengembangan BUMDes
Tirta Mandiri di Desa Ponggok. Hasutan terha-
dap masyarakat tentang kurangnya keberman-
faatan beberapa program yang dilaksanakan
BUMDes dan kesuksesan usaha selain BUM-
Des, mengakibatkan keyakinan warga pada
BUMDes menurun.

BUMDes dan Peningkatan Kesejahteraan
Warga

Unit kegiatan usaha BUMDes telah memberikan
dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Dulu, warga masyarakat Ponggok adalah petani
dan karyawan perusahaan air mineral. Kini, ge-
liat unit usaha BUMDes Tirta Mandiri Ponggok
telah berhasil menggeliatkan tingkat perekono-
mian warganya. Keterlibatan warga masyarakat
dalam BUMDes membuat mereka mampu me-
menuhi kebutuhan hidup dan tidak lagi bergan-
tung pada pinjaman rentenir.

BUMDes juga berperan sebagai fasilitator
wirausaha warganya dengan memberikan
bantuan modal barang untuk berdagang dan
uang untuk modal usaha homestay. Selain itu,
pendapatan BUMDes, membuat pemerintah
desa membentuk program yang dapat dinik-
mati langsung oleh masyarakat. Hal ini ber-
tujuan agar masyarakat Desa Ponggok dapat
menikmati langsung keberadaan BUMDes.
Program-program tersebut berupa jaminan
sosial. Di antara program itu adalah jaminan
lauk-pauk untuk lansia, jaminan kesehatan
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masyarakat, dan program satu rumah satu sar-
jana.

Jaminan Uang Lauk Pauk untuk Lansia

Tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu
daerah juga diindikasikan dengan pemenuhan
kebutuhan baik pangan maupun pemenuhan
fasilitas kesehatan. Hal tersebut juga dapat di-
ukur dari pemenuhan kebutuhan hidup di masa
tua dan pemenuhan kebutuhan akan kesehatan
terhadap seluruh masyarakatnya.

Bentuk nyata dari hal ini adalah pemberian
“Uang Lauk Pauk” kepada masyarakat Desa
Ponggok yang berusia lanjut. Jumlah uang
yang diberikan adalah Rp. 100.000,00 per bu-
lan. Uang bantuan ini diberikan karena orang
berusia lanjut berhak mendapatkan perhatian
khusus dari Pemerintah Desa. Hal ini sesuai
dengan yang diungkapkan oleh Pak Sentot
Adi Nugraha yang berprofesi sebagai kepala
unit usaha BUMDes Toko Desa sebagai beri-
kut:

“Pemerintah desa menyediakan tun-
jangan lauk pauk untuk lansia senilai
100.000 per bulan, biar kebutuhan
nutrisi orang tua di Ponggok ter-
penuhi. Lagian juga mereka kan su-
dah tidak bisa bekerja sendiri. Maka
dari itu kita sediakan uang lauk pauk
seratus ribu per bulan.” (Pak Sentot
Edi Nugraha, Kepala Toko Desa, 16
April 2017)

Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pemberian fasilitas pada warga merupakan upa-
ya BUMDes membagi keuntungan usaha yang
investasinya juga melibatkan masyarakat. Salah
satu fasilitas yang diberikan adalah Jaminan
Kesehatan Masyarakat. Hal ini diungkapkan
oleh Pak Joko, direktur BUMDes:

“Kita kasih jaminan kesehatan kelas 3
untuk seluruh masyarakat ponggok tan-
pa terkecuali, kita cover semua. Untuk
pegawai kita kasih kelas 1. Kita ambil
dari keuntungan dari BUMDes tapi tetep
yang ngelola Desa. Semua masyarakat
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tanpa terkecuali.” (Pak Joko, Direktur
BUMDes Tirta Mandiri Ponggok, 17
April 2017)

Hal ini dibenarkan oleh masyarakat yang
menerima jaminan kesehatan. Mereka me-
nuturkan bahwa ketika mereka sakit, mereka
benar-benar mendapatkan pengobatan secara
gratis dan semua biayanya ditanggung oleh
pemerintah desa melalui BPJS kelas tiga.

Program Satu Rumah Satu Sarjana dan Ban-
tuan Pendidikan

Pemerintah desa membuat suatu program yang
dapat memenuhi kebutuhan desa akan tena-
ga ahli dan pemerataan pendidikan. Program
tersebut berupa Program Satu Rumah Satu Sar-
jana. Di dalam program ini, Pemerintah Desa
Ponggok memberikan biaya pendidikan gratis
setara S1 kepada Kepala Keluarga (KK). Seti-
ap 1 orang dari satu KK diberikan kesempatan
untuk menikmati program tersebut. Ibu Sari
yang berprofesi sebagai Sekretaris Badan Usa-
ha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri Pong-
gok menyatakan:

“Sekarang juga ada program 1 rumah
satu sarjana. Semuanya dibayarin pe-
merintah desa. Dari biaya kuliah sampe
uang sakunya per bulan dibiayai desa.
Penginnya nanti kalo udah jadi sarjana
mereka bakal ngolah desanya sendiri
sampe BUMDes ini nantinya ada orang
yang ngurusin. Terus buat anak SD,
SMP, SMA semuanya ada jatah kaya
beasiswa semuanya dari pemerintah
desa dari 30, 50, 100 ribu biasanya di
ambil 6 bulan sekali.” (Bu Sari, Sekretaris
BUMDes, 17 April 2017)

Pemerintah Ponggok juga memiliki program
bantuan sekolah kepada masyarakat yang
memiliki anak usia sekolah baik usia Seko-
lah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama
(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)
sederajat. Bantuan yang diberikan berupa
dana bantuan pendidikan yang besarannya RP.
30.000,00 untuk usia Sekolah Dasar (SD), Rp.
50.000,00 untuk usia Sekolah Menengah Per-
tama (SMP), dan Rp. 100.000,00 untuk usia
Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
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Bantuan dana tersebut dapat diambil setiap
enam bulan sekali.

Simpulan

Desa Ponggok berhasil mengembangkan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk
mengelola aset dan potensi desa yang kaya
akan sumber air. Model pengelolaan BUM-
Des Tirta Mandiri dilakukan dengan terstruk-
tur, transparan, dan melibatkan partisipasi
masyarakat yang sangat tinggi.

Sikap masyarakat dan pemerintah desa yang
saling bekerja sama, terbuka, dan ramah pada
pendatang dan pemanfaatan teknologi yang
maksimal menjadi faktor pendorong dalam
keberhasilan pengelolaan BUMDes. Di sisi
lain, persaingan dengan badan usaha jenis lain
di desa, menjadi faktor penghambat. Namun,
berkat partisipasi masyarakat yang tinggi da-
lam aneka unit pengelolaan usaha desa melalui
BUMDes, hambatan berhasil diatasi. BUM-
Des mendorong terwujudnya masyarakat Desa
Ponggok yang berdaya secara sosial dan secara
ekonomi sehingga lebih sejahtera. Keberhasi-
lan Desa Ponggok ini dapat menjadi contoh
bagi pengembangan desa lainnya di Indonesia,
yang menggabungkan prinsip sosial (yaitu par-
tisipasi masyarakat) dengan prinsip ekonomi
(yaitu pengelolaan unit usaha desa) sebagai
upaya untuk memberdayakan masyarakat guna
meningkatkan kesejahteraannya.
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